
KEME,N'I'ERIAN AGAMA
KANTOR WILA YAI-I PIIOVINSI KAI,IMANTAN SELATAN

PIAGAM REGI$TRA$I I,IADRASAH
No m or: Kv' . I i .4 I 4 ll>p.00.6/ 0621201 I

Bcrdasarkan Kcputusan Kcpala Kantor wilavah Kementcrian Agama provinsi

Kalimantan Selatan Notnor 137 T'ahun 20ll tanggal 2J Maret 20ll diberikan
kepada :

Nnma Madrasah

i\lnnrat

I(ccamatan

Kabu patcn

I)rovinsi

Iicrdiri Scjak Tanggal

MAS DARUL ULUM

.II,. SINGA KAIISA

KANDAN(;AN

I I (1I,TJ SIJN(;A I SEI,ATAN

I{A I,IMAN'I'AN SELA'rAN
'I'ahrrn l95J

dcngan Nomor Statistik Madrasnh

6

.sin, 0l April 201I

UL HALIM H. AHMAD,

00r

TdMTOR WLAYM

N IP. 1957091 I t99003 I

Lc



KEPUTUSAN KTPALA KAIUT1OR WILIIYAII
KDMEITTERIAIS AGAITIA PROVINSI KALIMAISTAIT SELATAIT

noMoR 44L TAHITTN 2016

TEIYTAITG

PEIVERBITAN SURAT KTPUTUSAN PEIYGGAIYTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIOITAL MAI}RASAII ALIYAIT DARUL T'LINfi

KABI'PATEIT HTTLU SUIVGAI SELIITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVI NSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

Mengingat : l.

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf "*, huruf ob', dan huruf oc', perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Darul Ulum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961sebagaimana telah

C,

d.

2.



3.

diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a1O);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a96al;
Peraturan Pemerintah Nomor lT Tahun 2}rc tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pembaharr atas
Peraturan Pemerintah Nomor IT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 ?ahun
2AOT tentang Standar Sarana dan prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menenfah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
201O tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan di
Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan womoi 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor- 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah {Berita
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis perpanjangan
lzin Pendirian Madrasah, penerbitan Surat Keputusan
Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirian Madrasah;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 331g/Kk.1Z.0S-
2IPP.AO.4l08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

METUUTUSKAITI:

: KEPTITUS$ KEPALJI KAITTOR WILAYAII KEffEilTERIAIT
AGAMA TTNTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PETTGGANTI IZIII PTISDIRIAN/OPERASIOIIAL MADRASAH
ALTYATI DARUL T'LUM I(ABUPATEIT HT'LU SUNGAI

SELATAIT.

Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasah iebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

: pemberian nin operasional sebaga-rYnana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang

bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan-

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2016

ri Agama
Wilayah,
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PENBRBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH DARUL ULUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2016

a.nr Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor WilaYah,

1 Nama Madrasah Madrasah Aliyah Darul Ulum

2 Nomor Statistik Madrasah 131263060044

3 Alamat Madrasah Jl. Singakarsa No.45

Desa/ I(elurahan Pandai

Kecamatan Kandangan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan

4 Nama Organisasi PenYelenggara Yayasan Madrasah Darul Uium

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

c-53HT.03.01-Th.1993

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

SK MENKUMHAM RI Tanggal9 Maret 1993


